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ABSTRAK

Mega Olla Kelen (1602015175)

PENGARUH  DESENTRALISASI FISKAL, @ ANGGARAN DAN
PENERIMAAN APBD TERHADAP AKUNTABILITAS PELAPORAN

KEUANGAN DI INDONESIA (Studi Empiris Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta).

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof DR. HAMKA. 2020. Jakarta.

Kata kunci : Desentralisasi Fiskal, Anggaran, Penerimaan APBD dan
Akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara
desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan APBD terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan pemerintah daeraha. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini
adalah desentralisasi fiskal,anggaran dan penerimaan APBD sebagai variabel
independen dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai
variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 data yang terdiri dari
1 (satu) provinsi dan menggunakan metode purposive sampling. Jenis data yang
digunakan adalah data sekunder berupa realisasi laporan keuangan pemerintah
daerah provinsi DKI Jakarta. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan
adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian diperoleh berdasarkan pengolahan data menggunakan E-Views
9 dan menghasilkan persamaan regresi Y = 0.483292 + 0.029629X: — 0.004371X>
— 3.08E-14X3. Hasil pengujian menunjukan bahwa desentralisasi fiskal secara
parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilai
signifikan 0,311 > 0,05. Anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilaisignifikan 0,778 > 0,05 dan
penerimaan APBD secara parsial berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas

pelaporan keuangan dengan nilai signifikan 0,010 < 0,05. Variabel desentralisasi
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fiskal, anggaran dan penerimaan APBD secara simultan berpengaruh terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan dengan nilai signifikan 0,017 < 0,05.
Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dilihat pada nilai
Adjusted R Square (Adjusted R?) sebesar 0,6905 atau 69,05% yang artinya 69,05%
variabel akuntabilitas pelaporan keuangan dijelaskan oleh desentralisasi fiskal,
anggaran dan penerimaan APBD. Sedangkan sisanya 30,95% dijelaskan oleh faktor
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran bagi peneliti
selanjutnya yaitu diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang lebih erat
kaitannya dengan akuntabilitas pelaporan keuangan, menambah tahun pengamatan

dan menggunakan sample data dari provinsi selain provinsi DKI Jakarta.
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ABSTRACT

Mega Olla Kelen (1602015175)

“THE INFLUENCE OF FISCAL DEZENTRALIZATION, BUDGET AND
APBD REVENUE ON THE ACCOUNTABILITY OF LOCAL
GOVERNMENT FINANCIAL REPORTING IN INDONESIA (EMPIRICAL
STUDY OF LOCAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA PROVINCE)”.

Thesis.Bachelor Degree Program of Accounting.Economic and Business Faculty of
Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta

Keywords : Fiscal Decentralization, Budget, APBD Revenue, and
Accountability

This study aimed to determine how the correlation beetwen deferred fiscal
decentralization, budget and APBD revenue to the selection of financial reporting
accountability. The variable are examined in this study are deferred fiscal
decentralization, budget and APBD revenue as the independent variable and
selection of financial reporting accountability as the dependent variable. The
sample of this study amounted to 10 data consisting of 1(one) province and using
purposive sampling method. The type of data used is secondary data in the form of
financial statement oftrade company in wholesale sub-sector. Data processing and
analysis techniques used are descriptive statistical analysis and multiple linear
regression analysis.

The result based on data processing E Views 9 and obtained the regression
equation Y = 0.483292 + 0.029629X; — 0.004371X; — 3.08E-14X3, The result
indicate that deferred fiscal decentralization partially has a no effect on financial
reporting accountability with a significant value of 0,311 > 0,05. Budget partially
has a no effect on financial reporting accountability with a significant 0,778 > 0,05
and APBD revenue partially has a negative effect on financial reporting
accountability with a significant 0,010 < 0,05. Variabel deferred fiscal
decentralization, budget and APBD revenue simultaneosly have a significant effect

on financial reporting accountability with a significant value of 0,017 < 0,05.
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The ability of independent variables in explaining the dependent variable in
explaining the dependent is in the adjusted R Square (adjusted R?) value of 0,6905
or 69,05%. Which means that 69,05% of the financial reporting accountability
variable is explained by deferred fiscal decentralization, budget and APBD revenue.
While the remaining 30,95% is explained by other factors not examined in this
study.

Based on the result of this study, the authors provide some suggestion for
further research that is expected to use other variables that are closely related to
financial reporting accountability, increase the year of research and use data sample

from province other than province DKI Jakarta.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas ialah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan
audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan
keuangan telah bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan
ataupun kecurangan. Era pemerintah saat ini akuntabilitas sangat penting dalam
pelaksanaan pemerintah daerah baik dalam kinerja maupun dalam laporan
keuangan. Akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintah, dari
kondisi suatu pemerintah yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara
baik dan korup menuju suatu tatanan yang demokrasi. Di Indonesia, pelaksanaan
otonomi sudah dilakukan sejak tahun 2001.

Badan Pemerintahan Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jakarta tahun
anggaran 2018.Walaupun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), namun hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
menemukan 3 (tiga) permasalahan di dalam pengelolaan keuangan daerah seperti
lemahnya investasi aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Permasalahan pertama
yaitu pelaksanaan inventarisasi atas aset tetap belum selesai.Masalah kedua adalah
aset fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa tanah yang telah diserahkan kepada
pemprov DKI, tapi masih dimanfaatkan oleh pengembang. Dan yang ketiga adalah

Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu
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Mahasiswa Unggul (KMU) masih di rekening penampungan dan belum
dimanfaatkan oleh penerima bantuan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari nilai
aset dan anggaran.

Pada tahun 2018, aset DKI sebesar RP 497,43 triliun atau naik Rp 32,83 triliun
ketimbang tahun sebelumnya. Sementara anggaran DKI di tahun yang sama
mencapai Rp 82,26 triliun. Tunggakan fasos-fasum telah menjadi catatan BPK
sejak 2012. Waktu itu BPK memperkirakan tunggakan fasos-fasum yang tidak jelas
keberadaan dan pencatatannya nilai sekitar RP 22 triliun. Masalah yang sama
kembali mencuat dalam audit BPK atas laporan keuangan DKI 2016. Kali ini,
total tunggakan fasos- fasum pemegang SIPPT di seluruh Jakarta mencapai 1.761
hektar. Sampai awal tahun lalu, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI
mencatat tunggakan fasos-fasum  bernilai  sekitar Rp 13 triliun.
(Sumber:https://fokus.tempo.co, 17/05/2019 16:30 WIB).

Oleh karena itu pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatkan tuntutan
akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanankan secara periodik, (Putra, 2017). Maka dari
itu jika terdapat laporan keuangan mendapatkan opini tidak wajar berarti auditor
meyakini laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa

menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.
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Menurut UUD 1945 pasal 18 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, Negara Indonesia Menganut asas desentralisasi dalam
pelaksanaan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintahan oleh pemerintah kepada otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah dimaksudkan untuk
mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Adapun tujuan desentralisasi yaitu
mencegah adanya pemusatan keuangan di Pemerintah Pusat dan mengikut sertakan
rakyat bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Hal ini berarti desentralisasi sudah diterapkan dalam pelaksanaan
penyelanggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan akuntabilitas, harus
memperhatikan tingkat efektifitas dan efisiensi dari penggunaan dana baik yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun yang diterima dari pemerintah
pusat (dana perimbangan) untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat
(Erryana dan Setyawan, 2016).

Desentralisasi merupakan salah satu proses penting dalam perkembangan
demokrasi disuatu negara agar demokrasi berjalan dengan baik, negara memerlukan
strategi desntralisasi. Desentralisasi fiskal diartikan sebagai penyelengaraan fungsi
pengeluaran pendapatan dari pemerintah ke daerah. Dengan adanya desentralisasi
fiskal ini terdapat pemisahan yang jelas dan tegas dalam urusan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Fontanella dan Rossieta (2014) telah membuktika bahwa
desentralisasi fiskal menghasilkan manfaat ekonomi bagi Negara seperti

peningkatan pertumbuhan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan
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keputusan. Dalam penelitiannya menemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam
bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah
berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan
keuangan Pemda. Secara parsial terkait peran moderasi kinerja, ditemukan bahwa
kinerja penyelenggaraan Pemda memperlemah pengaruh negatif tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya
akuntabilitas pelaporan keuangan dalam bentuk opini audit yang baik. Dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, pemerintah provinsi DKI
Jakarta menerapkan anggaran pendapatan daerah sebesar Rp 74,77 triliun. Dari
jumlah tersebut sebanyak Rp 51,12 triliun direncanakan berasal dari pendapatan
asli daerah (PAD), Rp 21,3 triliun dari dana perimbangan dan Rp 2,34 triliun dari
pendapatan daerah lainnya. Menurut Maryanti (2013) bahwa, desentralisasi fiskal
merupakan faktor yang penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
Dengan adanya faktor desentralisasi fiskal maka suatu daerah akan memiliki
kemandirian dalam pembiayaan belanja daerah dan kegiatan pembangunan
didaerah tanpa tergantung kepada pemerintah pusat.

Anggaran dapat terealisasi dengan baik apabila dalam penganggaran tersebut
ada dukungan aktif dan pelaksanaan tingkat atas maupun tingkat bawah, dan hal
tersebut menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatannya.
Angaran merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai perencanaan dan
pengendalian, sedangkan penganggaran (budgeting) menunjukan suatu proses
penyusunan anggaran, yaitu sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum

dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang

Pengaruh Desentralisasi Fiskal..., Mega Olla Kelen, FEB, 2020.



diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyususnan rencana, implementasi dari
rencana, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil
pelaksanaan rencana tersebut.

Mardiasmo (2015:61) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi
kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam
ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk
mempersiapkansuatu anggaran. Anggaran pada instansi pemerintah selain
berfungsi sebagai alat pengendalian juga berfungsi sebagai instrument akuntabilitas
atas dasar pengelolaan dana dan pelaksanaan program-program yangdibiayai oleh
uang. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan
menggunakan hasil dari dipergunakan dana tersebut. Sehingga dapat diperoleh
gambaran mengenai Kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana
dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media peloporan yang dilaksanakan
dalam waktu satu tahun anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Pemendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang
pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang
anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja
menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga

setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi,efisien dan efektif.
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Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. Anggaran
pendaptan dan belanja daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran
APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 januari-31 desember. Maka
dari itu dalam satu tahun anggaran tersebut harus dapat direalisasi sehingga
perencanaan keuangan tersebut dapat menjawab permasalahan pembangunan yang
ada di daerah.

Akuntabilitas  pemerintah  memiliki tiga  tujuan  pokok vyaitu
pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan pertanggungjawaban yang
dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai
setiap tindakan atau kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah
selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyiapkan informasi
yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Pemerintah juga harus
memungkinkan terselengaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional
secara efektif dan efisien. Akuntabilitas pemerintah tidak hanya diterapkan di
pemerintah pusat, namun juga ditingkat daerah sampai diwilayah pedesaan yang
semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan
yang dilaksanakan.

Beberapa penelitian mengenai desentraisasi fiskal, anggaran dan penerimaan
(APBD) yang berpengaruh pada akuntabilitas pelaporan keuangan yang telah
dilakukan. Penelitian ini menguji kembali desentralisasi fiskal, anggaran dan

pembiayaan (APBD) yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan.
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Desentralisasi fiskal, anggaran dan penerimaan (APBD) yang diuji dalam penelitian
ini adalah kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat,
efektifitas, efisien, anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

Berdasarkan hasil pengujian Fadilah Putri Ananda (2018) dan Rita Friyani
(2017) yang diukur dengan kemandirian daerah dan tingkat ketergantungan pada
pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.
Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nurfatin Salma Rufaida (2018), Tiara
Mayangsari (2016) dan Purbasari dan Bawono (2017) menyatakan bahwa
desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan.

Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan
dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas
pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan
uang publik. Berdasarkan hasil pengujian Muraiya dan Nadirsyah (2018) yang
diukur dengan efektivitas penyerapan anggaran berpengaruh positif dan efisiensi
penyerapan anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas laporan keuangan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa efisien dan efektifitas penyerapan anggran
berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hasil ini tidak sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniatul Mudhofar (2016) menyatakan
bahwa efektivitas anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan
keuangan.

Penerimaan APBD ialah sejumlah uang yang masuk ke kas daerah atau hak
pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Untuk variabel

penerimaan APBD ini penulis belum menemukan jurnal yang mendukung apakah
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berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan atau tidaknya. Provinsi DKI

Jakarta dipilih karena mempunyai peluang dan kesempatan yang mensuport data

penelitian. Berikut faktor yang mempengaruhi antara lain provinsi DKI Jakarta

merupakan kota terbesar di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi dan

juga merupakan kota metropolitan dengan penduduk yang sangat padat. Alasan lain

yang mendukung peneliti untuk memilih provinsi DKI Jakarta dikarenakan peneliti

sebelumnya lebih cenderung menggunakan pemerintah daerah di luar dari provinsi

DKI Jakarta, sehingga saya lebih dan sangat tertarik untuk memilih provinsi DKI

Jakarta dan untuk mengetahui kesimpulan lebih tepat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin

mengetahui lebih lanjut dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal,

Anggaran Dan Penerimaan (APBD) Terhadap Akuntabilitas Pelaporan

Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris Pemerintah DKI

Jakarta)”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

2. Apakah anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan
pemerintah provinsi DKI Jakarta?

3. Apakah penerimaan (APBD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan

keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?
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4. Apakah desentralisasi fiskal, anggaran, dan penerimaan (APBD) berpengaruh
terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

1.2.2 Pembatasan Masalah
Dengan pertimbangan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu peneliti

serta untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian, dan

permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti membatasi penelitian yang

akan dibahas yaitu Desentralisasi Fiskal, Anggaran, Penerimaan (APBD) terhadap

Akuntabilita Pelaporan Keuangan pemda yang dijadikan sampel merupakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas, maka dibuat rumusan masalah yang diharapkan dapat

bermanfaat dalam upaya mencari jawaban mengenai masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pelaporan
keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta 2014-2019?

2. Bagaimana pengaruh anggaran terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan
pemerintah provinsi DKI Jakarta 2014-2019?

3. Bagaimana pengaruh penerimaan (APBD) terhadap akuntabilita pelaporan
keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan beberapa tujuan

penelitian:

1. Untuk mengetahui pengeruh secara parsial desentralisasi fiskal terhadap

akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?
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2. Untuk mengetahu pengaruh secara parsial anggaran terhadap akuntabilitas
pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial penerimaan (APBD) terhadap
akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta?

4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan desentralisasi fiskal, anggaran, dan
penerimaan (APBD) terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah
provinsi DKI Jakarta?

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitia ini adalah :

1. Bagi Akademik
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan wawasan
keilmuan dibidang akuntansi mengenai akuntabilitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat menambah
atau melengkapi khasana teori yang telah ada dan diharapkan dapat menjadi
dokumen akademik yang berguna sebagai informasi tambahan bagi penelitian
selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
1) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mewujudkan akuntabilitas

dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah dalam mengelolah keuangannya.
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